SALINAN

Sasaiitey

PEMERINTAH KUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG
PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI

Menimbang :a.  bahwa éaiam»rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor
pajak, ﬁiaka';iex'lu memungut pajak Restwan gyna mendukung biaya
pembangunan di Kabupaten Kediri ;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18
Tzhun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor 10
Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran sudah tidak sesuai lagi
schingga periu ditinjau kembali ; ‘

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran.

oned
.

Mengingat Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonssia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

Repubiik Indonesia Nomor 9) :

(S8

Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
“Nomer 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz Nomor
2104} ;
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Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyveiesaian

Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997

3685);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
3685):

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 teniang Pernerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4048);

Peraturan Pemeriniah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

i

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

§ ey A ana ’ 11 . Takis - \T
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
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2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tshun 1997 fentang

. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1599 tentang Teknik

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Benituk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan

Keputusan Presiden ;

edoman Tata cara Pemungutan Pajak Daerah ;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 teantang

Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
Peraturan Daecrah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kediri.

Dengan persetujuar,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

Menetapkan

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG PAJAK

RESTORAN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah, adalah Kabupaten Kediri ;
b. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah

Otonom vang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;

¢. Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri |
d. Pejabat, adalah Pegawai vang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan

daerah dan atau retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
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Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang melipuii Ferseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha

Milik Negara  atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun,

persckutian, perkumpulan, firma, kongsi, Xoperasi vay:

ajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pungu
Daerah atas pelayanan yang diberikan oleh pengusaha atau penjual
makanan dan atau minuman di Restoran, Rumah Makan, Depot,

Warung dan seienisnya ;

s = &

oot Wasisag din aale
18PGY, \v'ﬁ'rhuug, Gaii 3CjO1IE.

Pengusaha atau Pemjual makanan dan atau minuman di Restoran,
adalah perorangan atau badan yang menyeienggarakan ueaha atau
menjual makanan dan atan menuman di Restoran, Rumah Makan,
Depot Warung dan sejenisnya ;

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya ¢

perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurui Peraturan
Perundang-undangan perpajakan Daerah ;
Surat Setoran Pajak Dacrah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah

e,

Surat yang digunakan oleh Waiib Paisk untuk melakukan pembayvaran

atau penyetoran pajak

yang ditetapkan oleh K
Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD,
adalah Surat Keputusan yang menentukan besarmnvya jumiah pajak yang
ferutang ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah  Kurang Bayar vang selanjutnya
disingkat SKPDKB, adalah Surat Kepumusan vang

hagarasra  fiveesls aialr raes oy fs p v la recin AL e
vesarnya jumlah pajak vang ferutang jumlsh Lredit pajak

kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi adn

dan jumlah yang masih harus dibayar ;
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m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
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selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak vang telah ditetapkan

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnva disingkat
SKPDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebikan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak
vang terutang atau tidak seharusnya terutang ;

Surat Ketetapan Pajak Dacrah Nihil yang selanjuinya disingkat
SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumiah pajak vang
ferutang sama besamnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak
terutang dan tidak ada kredit pajak ;

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah
Surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa
bunga dan atau denda ;

Pemeriksaan,  adalah  serangkaian  kegiatan untuk  mencari,
mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk
menguji Kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk
tujuan lain dalam rangka gka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan
Perpajakan Daerah ;

Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah, adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oieh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil yang selanjutnya  discbut Penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana dibidang perpajakan Daerah vang terjadi serta menemukan

tersangkanya.

BAB I
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

Dengan nama Pajak Restoran dipungut pajak atas setiap pelayanan

0|"«?



(2) Obyek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan
membayar di Restoran, Rumah Makan, Depot, Warung dan seienisnya.

Pasal 3

b. Pelavanan yang disediakan oleh pengusaha atau penjual makanan dan
atau minuman di Restoran, Rumah Makan, Depot, Warung dan

seienisnya vang pembayarannya minimal Rp. 2.500,- (dua ribu lima

1 4
Pasal 4

(1) Subyek pajak  adalah orang pribadi atau badan yang melakukan
pembayaran ;
(2) Wajib pajak adalah pengusaha atau penjual makanan dan aiau

minuman di Restoran, Rumah Makan, Depot, Warung dan sgjenisnya.

BAB HI
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 5

Dasar pengenaan pajak adalah jumiah pembayaran vang dilakukan
kepada pengusaha atau penjual makanan dan atau minuman di Restoran,
Rumah Makan, Depot, Warung dan s¢jenisnya.

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).



BAB IV
WILAY AH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK
Pasal 7

) Pajak yang terutang dipungut di Daerah ;
(2) Jumlah pajek terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

BAB YV
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAFRAH
Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bufan
takwim atau ditentukan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan yang
diberikan oleh pengusaha atau penjual makanan dan atau minuman di

Restoran, Rumah Makan, Depot, Warung dan sejenisnya.
Pasal 10

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD ;
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau

Kuasanya;

kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah
berakhirnya masa pajak ;
(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oich Kepala

Daerah,



BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN
PENETAPAN PAJAK
Pasal 11

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1),

Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang

M
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dibayar sctelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari scjak
SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar
2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

Wajib Pajak vang membayvar sendiri, SPTPD scbagaimana dimaksud
dalam pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung,

memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang ;

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak,
Kepala Daerah dapat menerbitkan :

a. SKPDKB :

b. SKPDKRBT,

¢. SKPDN.

SKPDKB  gebagaimana  dimaksud pada  ayat (2) huruf 2

diterbitkan:

a. Apabila berdasarkan hasii pemeriksaan atau keterangan lain pajak
vang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan
dihitung dari pajak yang Kkurang atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung

i

sejak saat terutang pajak ;
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b. Apabila SPTPD tidak sampai dalam jangka waktu vang ditentukan
dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak
yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka wakt paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya
pajak ;

Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang

Ll

terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) sebulan
dihimang dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluvh empat) bulan dihitung
sejak saat terutangnya pajak.

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan
apabila ditemukan data baru atau data vang semula belum terungkap
yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus
persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut ;

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ diterbitkan
apabila jumiah pajak vang terutang sama besarmnya dengan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf a dan b tidak
atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu vyang telah
ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi
administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan ;

Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri
sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
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BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk oleh Kepala Dacrah sesuai waktu yang ditentukan dalam
SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD ;

2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di termpat lain yang ditunjuk,
hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-
lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala
Daerah ; '

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

(1) Pembayaran pajak harus difakukan sgkaligus atau lunas ;

(2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak
untuk mengangsm pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan ;

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus dilakukan secars teratur dan berturut-turut dengan dikenakan
bunga scbesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum
atau kurang dibayar ;

(4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujua kepada Wajih Pajak
untuk menunda pembayaran pajak sampai batas wakiu yang ditentukan
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan
bunga 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau
kurang dibayar ; ' 3

(5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta
fata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkar oleh Kepala Daerah.



Pasal 15

(1) Setiap pembavaran pajak sebagaimana dimaksund dalam pasal 14
diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat  dalam buku
penerimaan;

(2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku
pencrimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

oleh Kepala DDaerah.

BAB VIl
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 16
(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang ssjenis sebagai

awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeiuarkan 7 {(fujuh) hari
sejak saat jatuh tempo pembayaran ;

(2) Dalam jangka waktu 7 (fujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau
Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus
melunasi pajak vang terutang ;

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain  yang scjenis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat .

Pasal 17

{1) Apabila jumlah pajak vang masih harus dibavar tidak dilunasi dalam
jangka wakiu sebagaimana difentukan dalam Surat Teguran atau Surat
Peringatan aiau surat lain yang sejenis, jumlah pajak vang harus

dibayar ditagih dengan Surat Paksa ;

(2) Peiabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh

satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Perin

lain yang sejenis.
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Pasal 18

Apabila pajak vang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka

wakm 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, peiabat

segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan,

Setelah  dilakukan penyitaan dan Wajib pajak beium juga
mehinasi  pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal

pelaksanaan Surat Perinfah melaksanakan penyitaan, peiabat melskukan

mintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kanfor Lelang N

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal, jam dan

tempat pelaksanaan lelang, Jurn Sitza memberitahukan dengan segera

Bentuk, ienis dan isi formulir vang dipergunakan untuk

pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 22

A
[
Nt

Kepala Daerah  berdasarkan permohonan Wajib  Pajak  dapat
memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak |
(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak

sebagaimana dimaksud pada avat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.
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RAB X
TATA CA ?Eﬁﬂ: TULAN, PEMBATALAN,
PEN UI_J?A\’GAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

(1) Kepala Daeral atau atas psmﬁ nan Wajib Pajak
dapat:
a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD

yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan
hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-
undangan perpajakan Daerah ;

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak

3

Mengurangkan atau menghapuskan sanksi adminisirasi berupa

o

=

bunga, denda dan kenaikan pajak yang ierutang dalam hal sanksi
tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atan bukan

karena kesalahannya.

hal)

ketetapan dan
penghapusan  atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD,

SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(2) Permohonan pembetulan, pemb

harus disampaikan secara fertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepaia
Daerah atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
tavgga’ diterima SKPD, SKPDKRB. SKPDKBT atau STPD dengan
memberikan zlasan yang jelas ;

{(3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak

o
"
~

permohonan sebagaimana dimaksud pada avat (2) ditertma, sudah
harus memberikan keputusan ;

(4)

Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Kepala Daerah atau Pegjabat tidak memberikan kepufusan,
permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan Kkefetapan dan

penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap

dikabulkan.
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c. SKPDKBT;

SKPDLB ;

o
o
"

SKPDN.

H

{2 Permohonan keberatan aé’t)agaﬁmna dimaksud pada ayat (i) harus

-

disampaikan sccara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3
(tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKFDLB dan
SKPDN diterima oleh Waiib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat

IIIN:
Moy

da ava[ 2 s di tsnma, sudah memberikan Kenum%a

R

Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sfhzgamapa

| . ; SO,
GEIam Jangsa 1 diterin nanya

P 'ni,?ai;uan banding scbagaimana dima sud pada

(1) tidak menunda

b
¥
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] msmbavar naxax
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Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal

24 ataun banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dikembalikan

secbagian atau selurubnya, kelebihan pembayaran ng'aiu:
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen 1) sebuian untuk

7

paling lama 24 {dua puluh empat) bulan.

BAB X0
PENGEMBAIIAN KEI ERTHAN PEMBAYARAN PAJTAK
Pasal 27

T

Wajib Pajak dapat mengajukan permochonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau pejabat secara tertulis
dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

=

a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;

{2y Kepala Daerah atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 {dua
belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak secbagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

memberikan keputusan ;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui,

ad

Kepala Daerah atau pejabat tidak memberikan kepufusan maka

permononan pcngem‘oauan kelebihan pembayaran pajak dianggap
tkabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1

(satu) bulan ;

Apabila Wajib Pajak mempunyvai utang pajak lainnya, kelebihan

dimaksud pada ayat (2) langsung

1 1. L ~ - 2idee waral s , .
diperhifunckan unfuk melunasi terlebih dahulu uiang pajak dimaksud ;

Py
by

>
)

enoembalian Kelebihan pembayaran paiak dilakukan dalam wakiu

paling lama 2 {(dua) bulan scjak diferbitkannya SKPDLB dengan

menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) ;
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{(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah
lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDILB, Kepala
Daerah atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua

persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang
pajak lainnya, sebagaimana dimaksud  dalam pasal 27 ayat (4)
pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah-bukuan dan bukti

pemindah-bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII
KEDALUWARSA
Pasal 2%

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui
jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak,

perpajakan daerah ;
(1) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayai (1)
tertangguh apabila :
Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung

maupun tidak langsung,

BAB XIv
KETENTUAN PIDANA
Pasai 30
(1) Wajib Pajak vang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD
atau menglsi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar schingga merugikan keuangan Daerah
dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan

atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumiah yang terutang ;
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} Wajib Pajak vang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD aiau* |
mengisi tidak dengan benar  atau tdak lengkap melampirkan
keterangan vang lidak benar sehingga merugikan keuangan daerah
dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan

atau denda paling banyak 4 {empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ndak
dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun s=iak saat

terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 32

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;

{2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpuikan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan
daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan

jelas ;

2

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan vang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah :

¢. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

sechubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-d

yang berkenaan dengan tindak pidan
e. melakukan penggeledaban untuk ﬁ'-ef-.dapa‘im bahann bukti

pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta

melakukan penyitaan ierhadap bahan bukti tersebut ;



Al

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas

penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah :

ra

menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan

ruangan atau tempat pada saat pemeriksa

rang dan/atay dokum

SEIL 8T

Gite
t" :-

scbagaimana dimaksud pada huruf e
h. memoiret sescorang yang berkaitan dengan iindak pidana
perpajakan daerah ;

1. memanggii orang untuk

ik

dengar keterangannya dan diperiksa

iy Aals i % 5% 1 3 = i A 3y nges i syzd 1 3
tindak pidana dibidang perpajakan daerah menuwut hukum yang

(3) Penvidik scbagaimana dimaksud pada ayat

dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasi! §

Penuntut Umum, sesuai dengan kefentuan

undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

L] ad arn : 1indtsze Aalness Dioen : o 5
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang

mengenai pelaksanaannya akan diatur lebil lanjut oleh Kepala Daarah.




Pasal 35
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya  dalam

-

Lembaran Daerah Kabupaten Kediri

Disahkan di Kediri
pada tanggal 2 Juni 2001

BUPATI KEDIRI
Ttd.
Ir. H. SUTRISNG
Diundangkan di ~ Kediri

pada tanggal 2 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2001 NOMOR 3/A SERI A

Disalin sesuai dengan aslinya
Yang mengambil salinan

NTOSA




PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG

PAJAK RESTOR:

PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 i{entang
Perubahan aias Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Dacrah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri Nomor
10 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran dipandang sudah tidak sesuai lagi

sehingga perlu dirubah dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang

w

baru

Sesuai Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dimaksud pengaturan Pajak
Hotel dan Restoran diatur secara terpisah dalam 2 (dua) Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam rangka meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak dan unmik kelancaran dalam pelaksanaan

pemungutan pajak restoran perlu menetapkan kembali ketentuan tentang |

pajak restoran vang ditetapkan dalam Peraturan Daerah baru.

PENJELASAN PASAT DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan pasal 3 ;. Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Yang dimaksud dengan pembayaran adalab
jumlah uang yang diterima atau seharusnya
diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang
atau jasa kepada Rumah Makan.

ayat (2) 1 Cukup iclas.

Pasal 5 sampai dengan pasal 35 Cukup jelas.



